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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 A.Implementasi 

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau 

penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi 

adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu 

ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain 

dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.
1
 

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan 

matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan 

jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau 

sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari 

sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan 

akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

                                                           
1
Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan 

Praktis, (Bandung: Interes Media, 2014), h. 6 

 



 

27 
 

dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan 

yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan 

mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
2 

Implementasi Kebijakan Publik (Public Policy 

Implementation) merupakan suatu pelaksanaan keputusan 

(Decision) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun 

pejabat publik.
3
 Implementasi menurut Muhammad Joko 

Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-

konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru tindakan praktis 

sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
4
 

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan 

keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para Implementer 

kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan 

                                                           
2
 Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html.   
3Rizal Djalil. Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca 

Reformasi (Jakarta: wahana Semesta Intermedia, 2014), h. 22 
4
Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga 

Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189-191 
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tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul 

jika policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan 

baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang 

hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.
5
 

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil 

(akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga 

dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan 

suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap 

sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

:“Implementation As To Carry Out, Accomplish, Fullfil, 

Produce, Complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, 

mengisi, menghasilkan, melengkapi. 

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu 

aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan 

dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. 

Apabila dikaitkan dengan kebajikan publik, maka kata 

implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai 

aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik 

                                                           
5Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi 

Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), h. 21 
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yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana 

(alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengertian 

implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab 

dalam bukunya Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijakan Negara yaitu: “Implementasi adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-

pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan”.
6
 

Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-

masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah 

ditetapkan sebagai keputusan politik. Semua kebijakan 

public dimaksudnkan untuk mempengaruhi atau mengawasi 

perilaku manusia dalam beberapa cara untuk membujuk 

orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan 

yang ditentukan pemerintah.
7
 

                                                           
6 Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemntasi 

Kebijakan Negara. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.65 
7 Sjadja Saefullah, Politik dan Kebijakan Publik, (Bandung: AIPI, 

2006), h. 170 



 

30 
 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, 

pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya 

implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan 

istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul 

Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy 

Implementation) adalah pelaksanan pengendalian aksi-aksi 

kebijakan dalam kurun waktu tertentu. 

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, 

pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya 

implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan 

istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul 

Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy 

Implementation) adalah pelaksanan pengendalian aksi-aksi 
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kebijakan dalam kurun waktu tertentu
8
. Berkaitan dengan 

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu 

program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis 

Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip 

pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan program-program 

pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya: 

1) Kondisi Lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup 

lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima 

program. 

2) Hubungan antar organisasi.  

Dalam banyak program, implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi 

                                                           
8 Dunn, William N. Anlisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2003), h.132 
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lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama 

antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program.  

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya 

baik sumberdaya manusia (human resources) maupun 

sumber daya non-manusia (non human resources). 

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.  

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen 

pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program
9
. 

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan 

Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang 

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan 

yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa 

                                                           
9Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.`101 
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diukur oleh faktor-faktor yang dapat memepengaruhi 

kebijakan.  

Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan 

dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan 

Daerah dalam program-program pembangunan dan 

pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. 

Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah 

Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu 

transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah 

Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah 

mengandung tujuan yang berbeda-beda yang 

mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian 

subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya 

yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori 

dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua 

bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan 

dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk 
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memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai 

aktivitas.
10

 

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada 

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha 

untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi 

pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-

perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 

juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya 

terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran 

praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan 

keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa 

tahapan yakni:  

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.  

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.  

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan 

keputusan.  

                                                           
10Subarsono. Analisis Kebijakan....., h. 109 
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4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki 

maupun tidak.  

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan 

instansi pelaksana.  

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan 

perundangan. 
11

 

a. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan keputusan 

mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang 

dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk 

instruksi-instuksi eksekutif yang penting atau keputusan 

perundangan. Dikemukakan juga oleh beberapa dimensi 

dari implementasi pemerintahan mengenai program-

program yang sudah disahkan. Jadi, implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan 

secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang 

dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi 

mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada 

                                                           
11

 Mulyadi, Implementasi Organisasi, (Yogyakarta, Gadjah Mada 

Univercity. Press, 2015), h. 12 
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penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan 

yang diinginkan.
12

 

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan 

yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana 

pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk 

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan 

kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan 

mengorganisir, seorang eksekutif 

mampu  mengatur  secara efektif dan efisien 

sumber  daya,  Unit-unit  dan teknik   yang dapat 

mendukung pelaksanaan program, serta melakukan 

interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan 

petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi 

program yang dilaksanakan. 

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa 

yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu 

perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan 

otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output 

                                                           
12 Mulyadi, Implementasi Organisasi, (Yogyakarta, Gadjah Mada 

Univercity. Press, 2015), h. 13 
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yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas 

implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang 

memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil 

melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.   

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan 

implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam 

mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke 

dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.  

Implementasi juga dapat diartikan sebagai 

interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana 

tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau 

kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan 

kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk 

mencapainya.   

Implementasi Kebijakan adalah Teori George C. 

Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III, 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi,   (2) sumber 

daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat 
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variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama 

lain.
13

    

b. Faktor Yang Mempengruhi  Keberhasilan 

Implementasi Kebijakan 

Rippley dan Franklin menyatakan keberhasilan 

implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor 

yaitu
14

: 

1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur 

implementasi dari kepatuhan atas mereka. 

2. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran 

rutinitas dan tiadanya persoalan. 

3. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja 

yang memuaskan semua pihak terutama kelompok 

penerima manfaat yang diharapkan. 

 

 

                                                           
13 Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis 

Kurikulum(Jakarta:Grasindo, 2022), 170 
14 Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015),45 
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c. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi 

Kebijakan 

Implementasi kebijakan yang gagal disebabkan 

beberapa faktor
15

: 

1. Informasi 

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan 

adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek 

kebijakan maupun kepada para pelaksana dan  isi 

kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil dan 

kebijakan itu. 

2. Isi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih 

samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan 

atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan 

itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat 

berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber 

daya pembantu. 

 

                                                           
15 Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015),45 
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3. Dukungan 

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada 

pelaksanannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan 

tersebut. 

4. Pembagian Potensi 

5. Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para 

aktor implementasi dan juga mengenai organisasi 

pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan 

wewenang.
16

 

c. Model-Model Implementasi Kebijakan 

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam 

variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. 

Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van 

Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar 

variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan 

kepentingan, tetapi juga menjelasnkan hubungan-hubungan 

antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang 

                                                           
16 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), h. 21-23. 
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tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-

hipotesis yang dapat diuji secara empirik.
17

 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian 

yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera 

setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang 

secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang 

dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program.
18

 

1. Edward III  

Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal 

pokok, yaitu:  

a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

 Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai 

sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu 

yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan 

                                                           
17 Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.27 
18 Nasutoin, “studi Kebijakaan Pelayanan dan Mendirikan Bangunan” 

jurnal Ilmu Administrasi Publik vol 1 , no.1 (2018):27-37 
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demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya 

setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan 

untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. 

b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan  

 Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak 

yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari 

penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis 

serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, 

pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan 

program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, 

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian 

c. Adanya hasil kegiatan.  

 Program berjalan sesuai rencana yang bersifat 

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber 

daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu 

kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, 

kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet
19

 

                                                           
19 Jaya ahmad J., Konsep sistem hukum investasi dalam menjamin 

adanya kepastian hukum. Jurnal Litigasi, Vol.16, No. 2 (2015), h. 2906. 
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Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi 

setiap usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Lowi dalam 

bukunya American Bussines Public Polis memberikan 

batasan tentang kebijakan yaitu sebagi berikut : “Kebijakan 

adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas 

pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi 

perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-sanksi 

yang positif dan negatif”. 
20

 

2. Model yang dikembangkan oleh George C.Edwards III 

  Ada 4 variabel implementasi kebijakan sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi 

 Komunikasi merupakan salah-satu variabel 

penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. 

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para 

                                                           
20 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum 

(Jakarta:Grasindo, 2022), 172 
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pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 

akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para 

pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui 

komunikasi yang baik.  

Komunikasi diartikan sebagai “proses 

penyampaian informasi komunikator kepada 

komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik 

perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para 

pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus 

mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan 

kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang 

diharapakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa 

dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur 

Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi 

Implementasi. Faktor Penentu Keberhasilan 

Implementasi menurut Edward III (trasmission), 

kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). 1) 

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik 
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disampaikan tidak hanya disampaikan kepada 

pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan 

pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (clarity) 

menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan 

kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang 

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka 

mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, 

serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga 

masingmasing akan mengetahui apa yang harus 

dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan 

kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) 

Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar 

kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga 

membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan 

pihak-pihak yang berkepentingan
21

 

                                                           
21 Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html.   



 

46 
 

a. Transmisi.  

 Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 

Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran 

komunikasi yaitu adanya salah pengertian 

(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan 

birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, 

sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah 

jalan. 

b. Kejelasan 

 Komunikasi yang diterima oleh pelaksana 

kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas 

dan tidak membingungkan  atau tidak 

ambigu/mendua. 

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam 

pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan 

jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 



 

47 
 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan.
22

 

2. Sumber Daya  

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah 

kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). 

Seorang ahli dalam bidang sumberdaya 

mengelompokkan sumberdaya ke dalam: 

“Information, Material, Equipment, Facilities, Money, 

People”. Sementara Hodge  mengelompokkan 

sumberdaya ke dalam: ”Human resources, Material 

resources, Financial resources and Information 

resources”. Pengelompokkan ini diturunkan pada 

pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya 

manusia ke dalam: “Human resources- can be 

classified in a variety of ways; labors, engineers, 

accountants, faculty, nurses, etc”. Sumberdaya 

material dikategorikan ke dalam: “Material resources-

                                                           
22 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, 

(Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 

2016), h 32. 
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equipment, building, facilities, material, office, 

supplies, etc. Sumberdaya finansial digolongkan 

menjadi: ”Financial resources- cash on hand, debt 

financing, owner`s investment, sale reveue, etc”. Serta 

sumber daya informasi dibagi menjadi: “Data 

resources-historical, projective, cost, revenue, 

manpower data etc”.
23

 

Menurut Edward III bahwa sumberdaya 

tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya 

anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya 

kewenangan 1) Sumberdaya Manusia Sumberdaya 

manusia merupakan salah satu variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan. 

Edward III menyatakan bahwa “probably the most 

essential resources in implementing policy is staff”. 

Edward III menambahkan “no matter how clear and 

consistent implementation order are and no matter 

                                                           
23 Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html.   
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accurately they 19 are transmitted, if personnel 

responsible for carrying out policies lack the resources 

to do an effective job, implementing will not 

effective” 2) Edward III menyatakan dalam 

kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen 

opposition limit the acquisition of adequate facilities. 

This is turn limit the quality of service that 

implementor can be provide to public”. Menurut 

Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia 

menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya 

diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III 

menyatakan bahwa “new towns studies suggest that 

the limited supply of federal incentives was a major 

contributor to the failure of the program”. Menurut 

Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan 

kepada implementor merupakan penyebab utama 

gagalnya pelaksanaan program. Edward III 

menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya 

anggaran akan mempengaruhi keberhasilan 
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pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa 

dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran 

menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.  

3) Sumberdaya Peralatan Edward III menyatakan 

bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang 

digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu 

kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana 

yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan 

pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III 

menyatakan : Physical facilities may also be critical 

resources in implementation. An implementor may 

have sufficient staff, may understand what he 

supposed to do, may have authority to exercise his 

task, but without the necessary building, equipment, 

supplies and even green space implementation will not 

succeed 4) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya 

lain yang cukup penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah 

kewenangan. Menurut Edward III menyatakan bahwa: 
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Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat 

keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga 

akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan 

suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting 

ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan 

mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu 

keputusan. Oleh karena itu, Edward III, menyatakan 

bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang 

yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk 

melaksanakan  kebijakan yang menjadi 

kewenangannya
24

 

3. Disposisi 

Menurut Edward III mengemukakan 

”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi 

merupakan salah-satu faktor yang mempunyai 

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 

yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai 

                                                           
24 Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html.   
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kecenderungan atau sikap positif atau adanya 

dukungan terhadap implementasi kebijakan maka 

terdapat kemungkinan yang besar implementasi 

kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan 

awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana 

bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi 

kebijakan karena konflik kepentingan maka 

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala 

yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-

macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang 

”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana 

kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan 

cara yang halus menghambat implementasi kebijakan 

dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan 

penghambatan lainnya.  

Menurut pendapat Van Metter dan Van 

Horn”sikap penerimaan atau penolakan dari agen 

pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 
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publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena 

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi 

warga setempat yang mengenal betul permasalahan 

dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan 

publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui 

bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan 

atau permasalahan yang harus diselesaikan”.
25

 

Edward III mengatakan bahwa : jika 

implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif 

dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak 

hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan 

tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai 

kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III 

mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan 

terdiri dari: 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau 

                                                           
25 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: 

Prenadamedia group, 2014), h. 87. 
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sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan 

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang 

lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan 

personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang 

yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga 

masyarakat. 2) Insentif merupakan salah-satu teknik 

yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para 

pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. 

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan 

kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi 

insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin 

akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini 
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dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan 

pribadi atau organisasi
26

 

2. Struktur Birokrasi  

 Enam karakteristik birokrasi sebagai hasil 

pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam 

menangani keperluan-keperluan publik (public affair). 2) 

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam 

implementasi kebijakan publik yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 

3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) 

Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks 

dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup 

yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi 

yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan 

tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun 

sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu 

                                                           
26 Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html.   
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kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) 

mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta 

mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun 

Edward III menyatakan bahwa “implementasi kebijakan 

bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan 

struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut Edward 

III mencangkup aspekaspek seperti struktur birokrasi, 

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit 

organnisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III,  

terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: 

”Standard Operational Procedure (SOP) dan 

fragmentasi”.”Standard Operational Procedure (SOP) 

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan 

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan 

penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan 

luas”.
27

 Edward III menyatakan bahwa : demikian pula 

dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut 

                                                           
27 Jhon Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam 

Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 

h. 210-223 
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mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, 

pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan 

tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya 

hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang 

lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi 

kebjakan. Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III 

menjelaskan bahwa: Standard Operational Procedure  

(SOP) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi 

implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-

cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, 

semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam 

cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin 

besar pula probabilitas Standard Operational Procedure 

(SOP) menghambat implementasi Edward III menjelaskan 

bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung 

jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang 

berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III, 

mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi 
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(terpecah-pecah atau tersebar red.) Dapat meningkatkan 

gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk 

instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi 

dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan 

koordinasi yang intensif”.
28

 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang 

paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi 

pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya 

dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam 

organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan 

sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi 

diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan 

tertentu. Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam 

karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap 

birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam 

menangani keperluan-keperluan publik (public affair). 

                                                           
28 Zakky, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum, (Agustus 27, 2018), 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html.   
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2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam 

implementasi kebijakan publik  yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap 

hierarkinya. 

3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang 

kompleks dan luas. 

5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang 

tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang 

mati. 

6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam 

kendali penuh dari pihak luar.
29

 

 
 

                                                           
29 Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-

Undangan di Indonesia (Bandung:PT. Alumni, 2018 ), 97 
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3. Model Bottom-up yang dikemukakan oleh Smith 

Smith memandang implementasi sebagai proses 

atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari 

perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan 

perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai 

kelompok sasaran. Smith mengatakan bahwa ada empat 

variabel yang perlu diperhatikan dalam proses 

implementasi kebijakan yaitu: 

a. Idealized policy, yaitu suatu pola interaksi yang 

diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan 

tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan 

merangsang target group untuk melaksanakannya. 

b. Target group, yaitu bagian dari policy stakehoderrs 

yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola 

interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh 

perumus kebijakan. 
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c. Implementing organization yaitu badan-badan 

pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 

d. Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam 

lingkungan yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan (seperti aspek budaya, social, ekonomi, dan 

politik). Keempat variabel diatas tidak berdiri sendiri, 

melainkan merupakan satu kesatuan yang saling 

mempengaruhi dan berinteraksi secara timbale balik, 

oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi 

terjadinya transaksi atau tawar- menawar antara 

formulator dan implementor kebijakan. 

4. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn 

Model kebijakan ini berpola “dari atas kebawah” dan 

lebih berada di “mekanisme paksa” daripada di 

“mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari 

kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan 
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publik. Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 

a. Ukuran dan tujuan kebijakan;  

b. Sumber daya;  

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;  

d. Karakteristik agen pelaksana; 

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan  

f. Disposisi implementor.
30

 

Menurut Patton dan Sawicki bahwa implementasi 

berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk 

merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif 

mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan 

mengorganisir, seorang eksekutif mampu  mengatur  secara 

efektif dan efisien sumber  daya,  Unit-unit  dan teknik   yang 

dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan 

interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan 

                                                           
30 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 3. 
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petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi 

program yang dilaksanakan. 

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang 

berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu 

perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas 

pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas 

dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi 

kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan 

tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau 

kegiatan dan program pemerintah. 

Dalam melaksanakan aktivitas implementasi program 

atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas 

yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni. 

1. Organisasi; merupakan unit yang digunakan untuk 

melakukan pembentukan atau penataan kembali 

sumber daya, unit-unit serta metode agar program 

terlaksana. 
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2. Interpretasi; merupakan aktivitas penterjemahan 

program ke dalam pengaturan dan pengarahan yang 

dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat. 

3. Penerapan; merupakan konsekuensi berupa 

pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan program.   

 Pelaksanaan program atau aktivitas merupakan 

segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka 

merealisasikan program kerja operasionalnya. Khusus 

dalam bidang pendidikan, banyak sekali program yang 

sedang dan sudah dilaksanakan. Aktivitas merupakan 

cerminan strategi kongkret organisasi untuk 

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah maka 

implementasi adalah pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu 

pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari 
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kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat 

memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. 

B. PERDA 

 Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh 

Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah 

kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah 

dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas 

ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam 

pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang 

teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang 

dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan kepentingan umum. 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik 
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Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 

Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
31

 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka 

melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan 

daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan 

                                                           
       31 A. Zarkasi, S.H., M.H.,2010. Pembentukan Peraturan Daerah 

Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan 
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daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

peraturan daerah  ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 

149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh 

pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi 

daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 

 Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan 

dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam  mengurus 

dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian 

dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-

undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan 

daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan 

Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU No. 32 Tahun 

2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang 

dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 

bersama".
32

 

                                                           
       32 A. Zarkasi, S.H., M.H.,2010. Pembentukan Peraturan Daerah 

Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan 
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 Pengkajian terhadap kedudukan dan fungsi perda dalam 

system perundang-undangan, maka digunakan teori Negara 

Hukum sebagai teori utama ( grand theory) selanjutnya 

untuk mendukung teori utama digunakan teori desentralisasi 

sebagai teori madya (middle range theory), kerangka berpikir 

ini memberi kedekatan pemahaman (sebagai pisau analisis). 

1. teori negara hukum (rechtsstaat) akan memberikan 

penekanan terhadap legalitas dalam segala bentuk. 

Dalam arti bahwa pemerintahan negara dalam 

menjalankan tugasnya harus berdasarkan atas 

perundang-undangan. Di samping itu, dalam konsep 

rule of law juga dikenal dengan supremasi aturan-

aturan hukum (the absolute supremacy or 

predominance of regular law). 

teori madya (middle range theory) yang dipakai adalah 

teori desentralisasi. Artinya, “pelimpahan kekuasaan 

pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri” Desentralisasi 

merupakan asas yang memberikan wewenang dari 
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pemerintah Negara kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan 

akan memperbesar kemungkinan dipenuhinya 

kepentingan rakyat yang bersifat lokal. Desentralisasi 

toritorial di atas, ditemukan dua macam penyelenggaraan, 

yakni otonomi (autonomic) dan tugas pembantuan 

(medebewind atau zelfbestuur). Selanjutnya lahirlah 

tugas-tugas tertentu  yang oleh pemerintah pusat 

diserahkan sepenuhnya atau tidak sepenuhnya menjadi 

urusan rumah tangganya daerah. Lahir pula inisiatif dan 

partisipasi rakyat daerah untuk mengurus diri sesuai nilai-

niali demokratis. Inisiatif dan prakarsa ini adalah 

perwujudan kekuasaan bertindak merdeka (vrije 

beweging) yang diberikan oleh Pemerintah (pusat) kepada 

Daerah untuk memerintah daerahnya sendiri. Kekuasaan 

bertindak merdeka antara lain dengan kewenangan daerah 

untuk mengatur atau membentuk peraturan perundang-

undangan tingkat daerah, seperti perda yang dibentuk 

bersama antara Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan 
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DPRD. Intinya, bahwa negara kesatuan desentralistik 

memuat prinsip yang memelihara keserasian, keselarasan 

dan keseimbangan kewenangan antara Pusat dengan 

Daerah, agar setiap kebijakan Pusat dapat dijalankan di 

daerah secara konsekuen. Aspirasi masyarakat di daerah 

yang bersifat khusus dan khas juga dapat terakomodasi 

dalam kebijakan-kebijakan antara lain melalui 

pembentukan perda.
33

 

C. Bangunan Gedung 

 Pengertian bangunan gedung menurut Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan 

Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung 

dan Lingkungan adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagai atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah 

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, 

                                                           
       33 Jumadi,2018. Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem 

Perundang-Undangan Di Indonesia 
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kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus. 

 Klasifikasi Bangunan Gedung Menurut Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 diklasifikasikan 

sesuai dengan jenis peruntukan atau penggunaan bangunan 

gedung, klasifikasi bangunan adalah sebagai berikut : 

Kelas 1 : Bangunan gedung hunian biasa. Satu atau lebih 

bangunan gedung yang merupakan:  

1. Kelas 1a, bangunan gedung hunian tunggal yang 

berupa:  

a. Satu rumah tinggal; atau  

b. Satu atau lebih bangunan gedung gandeng, yang 

masing-masing 

bangunan gedungnya dipisahkan dengan suatu 

dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah 

taman, unit town house, villa; atau 

2. Kelas 1b, rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel atau 

sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m 

2 dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara 
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tetap, dan tidak terletak di atas atau di bawah 

bangunan gedung hunian lain atau banguan kelas 

lain selain tempat garasi pribadi. 

3. Kelas 2 : Bangunan gedung hunian, terdiri atas 2 

atau lebih unit hunian yang masing-masing 

merupakan tempat tinggal terpisah. 

4. Kelas 3 : Bangunan gedung hunian di luar bangunan 

gedung kelas 1 atau kelas 2, yang umum digunakan 

sebagai tempat tinggal lama 8 atau sementara oleh 

sejumlah orang yang tidak berhubungan. 

5. Kelas 4 : Bangunan gedung hunian campuran. 

Tempat tinggal yang berada di dalam suatu 

bangunan gedung kelas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan 

merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan 

gedung tersebut. 

6. Kelas 5 : Bangunan gedung kantor. Bangunan 

gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan 

usaha profesional, pengurusan administrasi, atau 

usaha komersial, di luar bangunan gedung kelas  
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7. Kelas 6 : Bangunan gedung perdagangan. Bangunan 

gedung toko atau bangunan gedung lain yang 

dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang 

secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung 

kepada masyarakat. 

8. Kelas 7 : Bangunan gedung penyimpanan / Gudang. 

Bangunan gedung yang dipergunakan untuk 

penyimpanan. 

9. Kelas 8 : Bangunan gedung 

Laboratorium/Industri/Pabrik. Bangunan gedung 

laboratorium dan bangunan gedung yang 

dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu 

produk, perakitan, perubahan, perbaikan, 

pengepakan, finishing, atau pembersihan barang - 

barang produksi dalam rangka perdagangan atau 

penjualan.  

10. Kelas 9 : Bangunan gedung Umum. Bangunan 

gedung yang dipergunakan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat umum. 
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11. Kelas 10 : Bangunan gedung atau struktur yang 

bukan hunian. 
34 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia di atas, 

bangunan diartikan menurut arti katanya.Bangunan 

adalah kata benda, dengan kata kerjanya bangun atau 

membangun, sehingga bangunan dapat diartikan sebagai 

yang dibangun atau yang didirikan.Bangunan adalah 

segala sesuatu yang dibangun untuk suatu kepentingan 

tertentu.Dengan definisi demikian, hampir semua bentuk 

yang didirikan atau dibangun dapat disebut sebagai 

bangunan, seperti gedung, rumah, jembatan, jalan, tugu, 

kios, warung dan banyak lagi contoh yang dapat 

disebutkan.Namun dilihat dari arti yang lebih khusus, 

bangunan harus memenuhi syaratsyarat lebih khusus 

pula, sehingga bangunan benar-benar dapat disebut 

                                                           
 34Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 

tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan 
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sebagai bangunan seperti yang dimaksud dalam 

perancangan ini.
35

 

D. Struktur Bangunan Gedung 

Struktur bangunan merupakan sarana untuk 

menyalurkan beban yang diakibatkan penggunaan dan 

atau kehadiran bangunan di atas tanah. Struktur terdiri 

dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang terintegrasi 

dan berfungsi sebagai satu kesatuan utuh untuk 

menyalurkan semua jenis beban yang diantisipasi ke tanah 

Suatu konsep perencanaan dari konstruksi 

bangunan perlu memperhatikan kriteria-kriteria 

perencanaan. Pada perencanaan struktur gedung Fakultas 

Teknik ini perlu ditetapkan aspek-aspek yang akan 

digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan 

pemilihan jenis struktur yang akan digunakan. Kriteria 

perencanaan kostruksi bangunan antara lain
36

: 

4. Teknis 
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Dusturiyah. (Bandung: Pustaka Setia., 2022),16 
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Persyaratan teknis yang harus dipenuhi suatu 

bangunan yaitu bangunan yang didirikan harus kokoh 

agar deformasi yang terjadi tidak melebihi yang 

ditentukan serta kuat untuk menerima beban yang 

dipikul. 

2. Fungsional 

Hal ini berkaitan dengan penggunaan ruang yang 

biasanya akan mempengaruhi penggunaan bentang 

elemen struktur yang digunakan. 

3. Estetika 

Konstruksi yang dibangun harus memperhatikan 

aspek-aspek keindahan, tataletak dan bentuk sehingga 

orang-orang yang menempatinya akan merasa aman 

dan nyaman. Beban adalah gaya luar yang bekerja 

pada suatu struktur.  Acuan yang digunakan dalam 

merencanakan pembebanan antara lain, sebagai 

berikut : 

a Persyaratan beton struktural untuk bangunan 

gedung (SNI 03-2847-2013) 
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b Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

struktur bangunan gedung dan non gedung (SNI 

03-2847-2013) 

c Beban minimum untuk perancangan bangunan 

gedung dan struktur lain (SNI 1727:2013) 

d  Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah 

dan Gedung (SKBI-1.3.53.1987) 

e Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 

1984. 

Beban yang bekerja pada struktur digolongkan 

menjadi beban gravitasi dan beban lateral. Beban 

gravitasi terdiri dari beban mati (Dead Load), dan 

beban hidup (Live Load). Sedangkan beban lateral 

terdiri dari beban gempa (Earthquake) dan beban 

angin (Wind). 

 

 


